
 

Abstrak 

 

Laporan magang ini berjudul “Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 atas Penerima Pensiun pada PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi” 

adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penerima Pensiun pada PT. Taspen (Persero) 

Cabang Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu 

menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang 

ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan studi 

lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi telah 

melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai 

dengan Undang-undang dan Peraturan Pajak yang berlaku sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak terjadi suatu kendala. 

Kata kunci : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 
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Abstract 

 

This internship report is entitled "Calculation and Reporting of Income Tax 

(PPh) Article 21 on Pension Recipients at PT. Taspen (Persero) Jambi Branch" is 

to find out whether the implementation of the calculation and reporting of income 

tax (PPh) Article 21 on Pension Recipients at PT. Taspen (Persero) Jambi Branch 

has been implemented in accordance with the applicable Tax Laws and regulations. 

This research uses a descriptive method, namely describing and analyzing data 

based on existing facts and information. The data collection technique used is by 

conducting field studies which include observations, interviews, and literature 

studies. Based on the results of the study, it can be concluded that PT. Taspen 

(Persero) Jambi Branch has calculated and reported Income Tax (PPh) Article 21 

in accordance with applicable Tax Laws and Regulations so that there are no 

obstacles in its implementation. 

Keywords: Income Tax (PPh) Article 21 
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